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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
pendidikan  yang  bermutu, Pemerintah  Pusat
mengalokasikan Bantuan biaya Operasional
Penyelenggaraan ( BOP ) Pendidikan Anak Usia Dini.

bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan
dengan efektif, efisien, ekonomis, tertib, transparan dan
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang
berlaku ;

bahwa Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan di
daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah
dalam pengelolaan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

bahwa kepala daerah berwenang untuk menetapkan
regulasi tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran
atas Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b, ¢ dan d tersebut di atas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito
Selatan.



Mengingat

10.

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829 );

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3801 ) ;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lebaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukkan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 ) ;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
pengelolaan keuangan Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;



Menetapkan

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105 ) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Tahun 2014 Nomor 32 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 1).

: PEDOMAN PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN ( BOP )PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI,DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) NON FISIK DARI
APBN TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan ;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

w

Bupati adalah Bupati Barito Selatan ;

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah )
menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;



5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten adalah satuan kerja
perangkat daerah yang membidangi pendidikan dalam hal ini adalah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan;

6. Bantuan Operasional Penyelengaraan ( BOP ) Pendidikan Anak Usia
Dini adalah kebijakan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas dalam
upaya memperluas layanan pendidikan anak usia dini, provinsi dan
kabupaten/kota di seluruh Indonesia;

7. Bantuan Operasional Penyelengaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini
adalah bantuan pemerintah pusat kepada lembaga penyelengaraan
program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal dan non formal yang
dikelola oleh masyarakat atau perseorangan;

8. Bantuan Operasional Penyelengaraan (BOP) dapat meringankan biaya
pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah ;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan dalam mewujudkan / menyalurkan
bantuan kepada lembaga PAUD formal maupun Non formal di wilayah
Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Bantuan Operasional Penyelengaraan (BOP) kepada lembaga

satuan PAUD yang terdiri atas :

a. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah bentuk satuan
PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggara program
pendidikan bagi anak usia 4 — 6 tahun.

b. Kelompok Bermain selanjutnya disebut KB adalah satuan PAUD pada jalur
pendidikan Non formal bagi anak usia 2 — 4 tahun;

c. Taman Penitipan Anak ( TPA ) adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan
Anakm Usia Dini Non Formal Melayani Pendidikan Anak Usia ( Nol )O — 6
(enam) tahun;

d. Satuan Paud Sejenis ( SPS ) adalah salah satu bentuk Satuan PAUD non
formal menyelenggarakan program mandiri terintegrasi berbagai layanan
anak usia dini dan lembaga keagamaan di masyarakat.



BAB III
AZAS UMUM

Pasal 4

(1) Tujuan pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP
Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )adalah untuk meningkatkan
layanan pendidikan yang berkualitas utuk TK,KB,TPA dan SPS yang
diselenggarakan oleh Satuan Lembaga PAUD;

(2) Tujuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan ( BOP ) Pendidikan Anak
Usia Dini Program pemerintah pusat untuk membantu penyediaan
pendanaan biaya operasional sekolah non personalia.

(3) Bantuan Operasional Penyelenggaraan ( BOP ) sarana penting untuk
meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu;

(4) Bantuan Operasional Penyelenggaraan ( BOP ) diharapkan dapat
memberikan memberkan akses bagi anak usia dini yang tidak
terlayani.

Pasal 5.

(1) Ketentuan umum dalam pemberian Bantuan  Operasional
Penyelenggaraan BOP Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) yakni
lembaga yang aktif dan melaksanakan pelayanan pendidikan usia O — 6
tahun yang berkualitas secara holistik dan Integratif ;

(2) Melayanani Pendidikan Anak usia dini dengan jumlah peserta didik
minimal 12 orang

(3) Besaran dana BOP PAUD diberikan berdasarkan jumlah peserta didik di
kalikan dengan satuan biaya sebesar Rp.600.000,- / tahun dengan
perioritas anak usia 4-6 tahun.

BAB IV
JENJANG LAYANAN PENDIDIKAN DAN JENIS BANTUAN

Pasal 6

Jenjang pendidikan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini meliputi ;

a.

Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak - Kanak di
wilayah Kabupaten Barito Selatan;

Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal KB,TPA, dan SPS di
wilayah Kabupaten Barito Selatan;

Pasal 7

Jenis bantuan pendidikan berdasarkan jenjang sebagaimana Pasal 6 tersebut
di atas meliputi;

a.

Bantuan kegiatan pembelajaran,buku-buku pelajaran,peralatan belajar
dan kegiatan pertemuan orang tua/wali murid dengan sekolah, minimal 50
% dari jumlah dana ;
Bantuan kegiatan Pendukung,penyediaan buku administrasi,pembelian
obat-obatan P3K,pertemuan gugus,penyediaan makanan sehat. minimal 35
% dari jumlah dana ;



c. Kegiatan lainnya Perawatan sarana prasarana,Instalasi dan jaringan
dilembaga PAUD 15 % dari jumlah dana;

BAB VI
PERSYARATAN MEMPEROLEH BANTUAN

Pasal 8

Guna memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP Pendidikan
Anak Usia Dini ( PAUD ) harus memenuhi persyaratan meliputi ;

a. Menyampaikan permohonan kepada Bupati Barito Selatan melalui Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan;

b. Lembaga PAUD,SKB,PKBM,atau Badan Keagaamaan yang sudah memiliki
Nomor Pokok Satuan Nasional ( NPSN ) ;

c. Lembaga memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama lembaga ( NPWP )

d. Lembaga memiliki izin Operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Barito Selatan;

e. Memiliki minimal jumlah peserta didik 12 orang anak;

BAB VII

SANKSI
Pelanggaran terhadap penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan BOP Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati Barito Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 10 Mei 2016
BUPATI BARITO SELATAN,

M.FARID YUSRAN
Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 10 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN



EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 10



